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ABSTRAK 

Permasalaha11 sosial yang semakin mengkhawatirkan dan memerlllka11 perlzatia11, khus11s11ya di kota­
kota besar tampak terlihat dengan semakin meningkat11ya jwnlah orang gila (psikotik) ya11g hid11p 
me11ggelandang. Fenomena sosial tersebut dapat dijumpai di sepa11jang jalan, trotoar, dekat /ampu meralz, 
jembatan, perempatan jalan, di pasar, pusat pertokoan dan sebagainya, yang tentunya keberadaa11 mereka 
akan mengganggu ketertiban, kebersihan lingkungan kola. Oleh karena itu penanganan pada gela11danga11 
psikotik memerlukan keterlibatan berbagai instansijlembaga sosial baik pemerintah ma11pun swasta yang 
peduli deizgmz permasalahan tersebut, karena gelandangan psikotik membutuhkan penanganan yang 
11111/tisektor ata11 nwltidisiplin ilmu karena sifatnya yang memerlukan pelayanan secara medis psikiatrik, 
sosial, b11daya. 

Sumber data dalam penelitian ini instansi daerah yang terkait dalam penanganan gelandangall 
psikotik yaitu Dinas Sosial, RS], Dinas Kesehatan, Panti Sosial, Kepolisian, Satpol PP, LSM, toko/1 
masyarakat, pengwnpulan data dengan wawancara serta FGD. Analisis data secara deskriptif kualitatif 
wztuk menganalisis kategori sehingga dapat mengidentifikasi tentang persepsi, peran serta bentuk kerjasa111a 
m1tar stakeholders dalam upaya penanganan gelandangan psikotik. 

Upaya penanganmz gelandangmi psikotik melalui proses razia, penempata11 se111entara, pe11empata11 
sesuai PMKS (rehabilitasi sosial) belum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi dari berbagai insta11si/ 
le111baga terkait, be/um berperan secara optimal sehingga penanga11an rehabilitasi sosiai be/11 111 dapat 
terlaksa11a seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dari mulai aturan Jzukum yang tidak ada snmpai 
de11ga11 populasi gelandangan psikotik yang belunz ada serta minimnya koordinasi antar insta11si/le111baga 
di daeralz me,zyebabkan penanganan gelandangan psikotik belunz dapat tertangaui secara maksimnl. 
Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar menyusun suatu kebijakan berkaitan tentang peraturan daerah 
ya11g selzants11ya ada pada setiap daerah dalam penanganan gelandangan psikotik secnra terpadu li11tas 
sektor/lintas instansi. Dengan adanya payung hukum akan semakin jelas pelaksanaan pena11ganam1y11, 
selzingga masalalz gelandangan psikotik dapat terta11ga11i dan terentaskan serta dapat berfimgsi kembali di 
lingkzmgmz masyarakat. 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan kota menuju kota 
industria lisasi membawa konsekuensi terhadop 
semakin kompleksnya permasalahan sosial 
yang timbul. Perubahan sosial yang begitu 
pesat pada kehidupan masyarokat perkotaan 
di sotu sisi berdampok positif bagi masyorakat 
korena dapat menikmati don menyesuaikan 
dengan perubahan tersebut. Akan tetapi di sisi 

lain ado sebagian masyarakat belum siap atou 
mengolami kegagolan dolom menyesuoikan 
diri sehingga berakibat timbulnyo berbagai 
peri loku pato logis, misalnya t ingginya angka 
kejahatan, kekerasan, perilaku rnenyirni:;n ng 
don gangguan kejiwaan. Feno mena in i 
mencerminkan adanya gongguon kesehatan 
mental sebag a i okibot perubahan sosio l 
tersebut. Kondisi kesehotan mental masyarokot 
sebogoi dampok dari perub a han sosial, 
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melihat semakin beragam don kompleksnya 
permasalahan sosial khususnya penanganan 
gelandangan psikotik diharapkan pemerintah 
daerah perlu menjalin ke~asama dengan stake­
holders yang ado di daerah. Melalui mekanis­
me kerja yang terkoordinasikan dengan baik 
diharapkan upaya penanganan permasalahan 
sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan 
secara terpadu don berkelanjutan. O leh karena 
itu sangat menarik untuk melakukan kajian 
tentang permasalahan gelandangon psikotik, 
bagaimanakah penanganan yang selama ini 
dilakukan serta keterlibatan instansi/lembaga 
terkait untuk berperan menangani masolah 
tersebut. 

11. RUMUSAN MASALAH 
PENELITIAN 

Mengacu dari latar belakang penelitian 
di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
penelitian, adaloh sebagai berikut: 

l. Bagaimanakoh persepsi stakeholders 
tentang permosalohan gelondangon 
psikotik di kota Medan? 

2. Bogaimanakoh upaya yang dilakukan 
pemerintah daeroh dalom penangonan 
gelondangon psikotik? 

3. Sejauhmano peran serta bentuk kerjosama 
antara stakeholders dalam penanganan 
gelandangan psikotik? 

4. Apa foktor pendukung don penghambat 
dalam pelaksanaan penangonan 
gelandangan psikotik? 

Ill. TUJUAN PENELITIAN 

IV. MANFAAT PENELITIAN 

l. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai 
acuan baik pemerintah daerah, 
Departemen Sosial, lnstansi terkait dalam 
membuat berbagai kebi jakan berkaitan 
dengan penanganon gelondangan 
psikot ik di koto-kota besar 

2. Hosil penelition ini diharapkan dapat 
mengembangkan teori-teori sosiol serta 
dijodikan referensi untuk terus dikaji meloui 
suotu penelitian lanjutan 

V. KERANGKA KONSEP 

l . Gelandangan Psikotik 

Penonganan gelandangan psikotik 
memiliki karakteristik tertentu yang berbedo 
dengon masaloh sosial lainnyo, karena 
menyongkut beberapo aspek yaitu pelayanan 
medis psikiatrik sekaligus pelayanan sosial. 
Departemen Sosial sebogai lnstitusi yang 
berwenong dalam melaksanokan pem ­
bangunan kesejohteraan sosial, dari ospek 
rehobil itosi sosial sedangkan aspek yang lain 
memerlukon kerjosama di dalam memberikon 
pelayanan khususnyo medis ps i kiatris. 
Pengertian psikotik menurut Direktorat 
Rehabilitasi Penyandang Cacat Deportemen 
Sosial RI (1999), yang dimaksud psikotik atou 
penyondang cacat mental psikotik ialoh suatu 
keadaan kelainan jiwo yang d isebabkan oleh 
foktor organik biologis maupun fungsionol yang 
mengakibotkan perubohan do lam alam pikiran, 
alam perasaan don alam perbuaton se ­
seorang. Adapun kriteria psikotik, adaloh : 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai a Psikotik Organik yoitu psikoti k yang foktor 
penyebabnya iolah adanya gangguon 
poda pusot susunan syaraf don psikotik 
yang disebobkon oleh kondisi f isik 
~rmasukgangguanendo~rin,gongguan 
metobolisme, keadaan psikotik koreno 
adanya infeksi tubuh, intoksikosi obat, 
setelah pem bedohon don lo in-loin. 
Gongguon tersebut meliputi gongguon 
orientasi, daya ingaton, fungsi berfikir. 

berikut: 

l . Mengetahui pemahaman don persepsi 
stakeholders di daerah tentang gelan­
dangan psikotik. 

2 . Mengidentifikasi upaya yang dilakukan 
pemerintah daerah dalam penanganan 
gelandangan psikotik. 

3. Mendeskripsikan peran d o n bentuk 
kerjasamo antara stakeholders dalam 
penanganan gelandangan psikotik. b 

4. Mengeta hui foktor pendukung don 
penghambat penanganan gelandangan 
psikotik 

Psikotik Fungsional (Psikogenik) 

Psikotik yang tidak disebab kan o leh 
kerusakon orgonik tetapi gangguon 
terutomo terdapat aspek-ospek kepri -
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badian, serta yang bersifat psikogenik yaitu 
skizofrenio (perpecahan kepribadian), 
psikotik paranoid (sela lu curiga pada or­
ang lain), psikotik afektif, psikotik reaktif . 

Sedangkan menurut Dr. lzzudin SP,SpKj, 
seorang psikiater Direktur RSJ Dr Amino 
Gondohutomo Semarang, bahwa c iri-ciri 
penderita psikotik dapat dijelaskan adalah 
sebagai berikut: 

a. Penarikan diri dari pergaulan sosial, 
banyak d i dalam rumah, malu keluar 
rum ah 

b. Tak mampu bekerja sesua i dengan 
fungsinya, di rumah tidak mau bekerja 
atau bekerja seked arnya saja karena 
diperintah, setelah tak mau mengerjakan 
tugas yang diberikan 

c. Berpikir aneh, dangkal, berbicara tak 
sesuai dengan situasi keseharian, bicara 
ngelantur 

d . Da lam pergaulan ado riwayat gejala 
waham atau halusinasi don delusi 

e. Perubahan peri laku yang nyata misalnya 
tadinya ceria menjadi melamun, perilaku 
aneh-aneh yang sebelumnya tidak pernah 
dijalani 

f. Kelihatan menjadi mu rung don merasa 
tidak berdaya 

g. Sulit tid ur dalam beberapa hari atau bisa 
tidur yang terlihat oleh keluarganya 

{Suara Merdeka, "Membunuh Keluarga 
Sendiri, Mengapa?", Senin 05 September 
2005). 

Dari aspek psikologis batasan tentang 
ps i koti k menurut Kartini Kartono (1985), 
merupakan pribadi sosiopathik pribadi yang 
anti sosial atau a-sosial, don dapat didefinisikan 
merupakan salah satu bentuk kekalutan mental 
yang ditandai dengan tidak adanya 
pengorganisasian don pengintegrasian pribadi. 
Orangnya ti dak pernah bisa bertanggungjawab 
secara moral, don selalu berkonflik dengan 
norma sosial don hukum, karena sepanjang 
hayatnya hidup dalam lingkunga n yang abnor­
mal don immoral. Pada umumnya orang-or­
ang yang psikotik pada masa awal usia 0-3 
tahun memil iki masa lalu yang tidak 
mendapatkan kasih sayang, kelembutan, 
ke~esraon dor; lingkungannya, sehingga untuk 

selama-lomanya akan keh ilangan kemauan 
don kemampuan untuk menerimo do n 
memberikan cinta kasih. Untuk selamo-lamanya 
sampai pada usia dewasa kehilangon pe rasaan 
sosial don rasa kemanusiaannya sehingga tidak 
mampu menjalin reaksi human dengan 
siapapun. Tingkah laku pribadi psikotik antara 
lain berbentuk: 

a Tingkah laku dengan re lasi sosialnya 
selalu a-sosial, eksentrik (kegilagilaan) don 
kronis pathologis. Kurang memili ki 
kesadaran sosial don intelegensi sosial, 
amot fanatik don sangat individualistik, 
selalu menentang lingkungon kultur don 
norma etis. 

b Sikapnyo oneh-aneh, sering berbuat kosor, 
kurang a jar, don ganos buas tanpo suatu 
sebab. 

c Suka ngeloyor don mengembara kemono­
mana tanpa tujuan. 

d Pribadinya tidak stabil , don responnya 
selalu tidak adekwat, tidak bisa dipercaya. 

e Reaksi -reaksi sosiopathiknya bisa berupa 
gejala kacauny a kepribad ia n yang 
simptomatik, reaksi psikoneoros is atau 
psikotis. 

Tidak pernah loyal terhadap seseorang, 
kelompok atau norma tentu. 

g Tanpa perasaan, emosinya tidak matang 
don tidak bertanggungjawab . Se lalu 
menggunakan mekanisme rasiona lisasi 
untuk membenarkan tingkah lakunya yang 
kegila-gilaan (Karto no, 1985:82-83). 

Yong menjadi fakto r penyebab psikotik 
antara lain disebabkan kareno : 

a Tekanan-tekanon kehidupon emos ional 
don konflik batin 

b Kekecewaan (frustrosi) yang tidak pernah 
mendapatkan penyelesaian 

c Hambatan-hambatan yang terjadi pada 
maso perkemba ngan 

d Kecelakaan yang menimbulkan kerusakan 
pada jaringon otak 

e Sosial budaya yaitu yang menyangkut 
ketidakmampuan menyesua ika n di ri 
dengan adanya perubahan -perubahan 
l ingkungan hidup (Petun j u k Teknis 
Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosia l 
Departemen Sosial RI tahun 1999) . 
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Maso perkembonga n bagi seseorang 
sango t menentu kan dolom membentu k 
kepri badian, oleh ka rena itu hambatan­
hambatan yang dialami pada masa itu akan 
mempengaruhi ko nd isi kej iwaan seseorang. 
Salah satunya seseorang mengalami gangguan 
j1wa berat atau menjadi psikotik disebabkan bisa 
karena, mengalami kekerasan pada masa 
kecilnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil 
penelitian, diantaranya menu rut Andrea Schreier 
dkk, da ri Univers ity of Worwich Conventry, 
lnggris, dalam di Jurnal Archives of G eneral 
Psychiat ry, beberapa hasi l penelitian 
mengungkapkan bahwa kejadian traumatis 
yang dialami ketika masa anak-anak ba ik 
dalam bentuk fisik maupun seksual memiliki 
keterkaita n dengan perkembangan psikotik 
di masa dewasa . Dan orang-ora ng yang 
menunjukkan gejala psikosis di masa kecilnya 
cenderung akan mengembangkan sisofrenia 
ketika dewasa . Pe ne lit ian Jansenn, dkk 
melaporkan bahwa anak yang mengalami 
kekerasan/ penyiksaan di usia kurang dari 16 
tahun akon mempunyai resiko mengalami 
simpto m psikosis soot dewasanya, peristiwa 
tersebut seba@ai traumatic experience yang 
seri ngkali dikaitkan dengan t i mbulnya 
gangguan psikotik. Traumatic experience dapat 
berupa : 

a . Peristiwa non spesifik (korban Iuka serius, 
pen ya kit tertentu) 

b . Sress Interpersonal (sexual abuse, emo­
tiona l abuse, physical abuse (The Epoch 
Times, Jumat 31 Juli 2009) . 

Gangguan jiwa berat (psikotik) menurut 
llfeld (1 977), disebabkan karena perubahan 
fungsi me ntal yang disebabkan adanya 
gangguan pada kesehatan jiwa. Faktor-faktor 
penyebab gangguan mental pasien rumah sakit 
pwa karena situasi don kondisi sosial sehari-hari 
dapat menjadi sumber masalah atau sesuatu 
yang t1dak dikehendaki, don karena itu dapat 
berfungsi sebagai stresor sosio l (socio/ stres­
sors). Sedangkan Holmes dalam Notosoedirjo 
don Latipun (2001 : 129) memperjelas pendapat 
dapat tersebut, bahwa foktor sosial dapat 
menghambat keseh atan mental seseorang, 
diantaranya konflik dalam hubungan sosial, 
perkawinan, meninggalnya keluarga dekat don 
sebagainya. 

Dari beberapa batasan tersebut diatas 
jelaslah bahwa tingkah laku yang dianggap 
t idak cocok, melanggar norma don adat 
istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah 
laku umum, dianggap sebagai tingkah laku 
yang menyimpang, para sosiolog menyamakan 
t ingkah laku yang "menyimpang" dengan 
tingkah laku "abnormal" atau "maladiusted" 
(tidak mampu menyesuaikan diri). Tingkah laku 
pribadi yang no rmal adalah perilaku yang 
sesuai dengan polo kelompok masyarakat 
tempat dia berada; sesuai pula dengan norma­
norma sosial yang berlaku pada soot don 
tempat itu, sehingga tercapai relasi personal don 
interpersonal yang memuaskan. Sedangkan 
t ingkah laku abnormal/menyimpang ialah 
tingkah laku yang tidak adekwat, tidak bisa 
diterima oleh masyarakat pada umumnya don 
tidak sesuai dengan norma sosial yang ado 
(Kartono, 1992: 13-14) . 

Sedangkan batasan tentang gelandangan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 3 1 
Tahun l 980, yang dikategorikan gelandangan 
ada lah orang yang hidup dalam kondisi yang 
tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan 
yang ado dalam masyarakat lokal, tidak 
mempunyai tern pat tinggal don pekerjaan tetap, 
serta hidup menggelandang di tempat-tempat 
umum. Berdasarkan definisi ini, isti l ah 
gelandangan dapat ditujukan kepada 
pemulung, pengemis, pekerja seksual, anak 
terlantar, orang lepra, orang cacat, orang gila 
(psi kotik) yang hidup dijalanon (Trikromo, 
1999:74). 

Dari uraian tentong botasan gelandangan 
psikotik menurut pendopat beberopa ahli 
psikologi, antropologi don sosiologi serta 
peraturon pemerintah maka yang dimaksud 
dengan gelandangan psikotik adalah 
seseorang diperkirakan terganggu jiwanya 
(psikotik) don hidup dalam keadaan yang tidak 
sesuai dengan norma kehidupan yang loyak 
dalom masyarakat, hidup berkel iaran/ 
bergelandang di tempat-tempat umum don 
dianggap dapat mengga nggu ketertiba n/ 
keamanan serta kenyamanan lingkungan. 

2. Penanganan 
Psi koti k 

Gelo ndanga n 

Pembangunan kesejahteroan sosial di era 
seka rang ini leb ih mengedepankan pem-
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bangunan yang menempatkan kota/kabupaten 
atau daerah tingkatl/11 sebagai titik sentral 
otonomi daerah. Desentralisasi atau otonomi 
adalah menyerahkan kewenangan untuk 
mengatur don menyelenggarakan pemerintah 
kepada daerah. Pembangunan daerah lebih 
berorientosi podo kebutuhan setempat (bottom 
up oriented) yang sesuai dengan kemampuan 
perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan 
bukon didasorkan pada kemampuan yang 
menjadi landasan pemba ngunan doeroh 
(Widjaya, 200 l :21). Hakekat otonomi doerah 
adolah meletakkan landasan pembangunan 
yang tumbuh berkembang dari rakyat don 
dinikmati has i lnya oleh seluruh rakyat 
(Somodiningrat, 2001: 163). 

Bergesernya peran don fungsi negara 
akibat otonomi daerah membawo konsekwensi 
terhadap pelaksonoon pembangunon doerah 
don khususnyo pembangunon kesejohteraon 
sosial. Demikion pula dalam upaya 
penanganan gelandangan psikotik yang akhir­
akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat 
don pemerintah merupakan permasalahan 
sosial yang sangot kompleks, karena dipandang 
telah meresahkan don menimbulkan gangguan 
keamanan ketertiban masyarakat, keindahan 
l ingkungan don yang lebih spesifik karena 
menyangkut gqngguan kejiwoon seseorang. 
Permosalahan ini merupakan masalah yang 
multikompleks karena menyangkut berbagoi 
aspek yai tu sosiol, kesehatan, pekerjaa n, 
pendidikan, keamanan, ketertibon don lain­
lain. Dengan demikian diperlukon pendekatan 
multidisipliner don di dalam pelaksanoannya 
perlu dijalankan secara kerjasama setiap yang 
bersifat rujukan, konsultatif, don jugo kerjasama 
u ntu k melaksa naka n rehabilitos i terpadu. 
Mengingat tidak semua instonsi/lembaga 
pelayanan sosial mampu memberikan semua 
jenis pelayanan kepada penyandong masa lah. 
Kesadaran akan keterbatasan sumberdaya 
yang dimiliki don tingginya hosrat untuk 
memberikan semua jenis pelayanan yang opti­
mal, maka banyak lem ba ga - lemba ga 
peloyanan sosial melakukan kerjasoma dengan 
pihak-p i hak lain, baik sesama lemboga 
pelayanan sosial maupun dengan lembaga 
lainnya . 

Adanya koordinosi atau kerjosama antar 
instansi /le mbago t erka it pena nganon 
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gelandangan psikotik maka keterbatasan yang 
dimi liki masing-masing instansi do pat tertutupi 
sehingga dipandang dapat memperkuat 
kemampuan instansi secora kolektif untuk 
melaksanakan penanganan gelandangan 
psikotik. Fungsi kerjasama digambarkan Charles 
H Cooley (dalam Soerjono Soekanto, 1990), 
sebagoi berikut: kerjasama timbul apabila or­
ang menyadori bahwa mereka mempunyai 
kepentingan-kepentingan yang soma don pada 
soot yang bersamaan mempunyai cukup 
pengetahuan don pengendalian terhadap diri 
sendiri untuk memenuhi kepentingan­
kepentingan tersebut, kesadaran akan adonyo 
kepentingon-kepentingon yang soma don 
adanya organisosi merupakan fakta-fakta yang 
penting dolam kerjasama yang berguna. Dalam 
melaksanokon suatu program penangonan 
gelandangan psikotik, tida k dopot berja lan 
sendiri-sendiri namun dibutuhkan koordinasi 
atau kerjosama antara beberopa pihak. 
Koordinosi dalom suatu organ isasi u ntuk 
melaksanakan suatu program mutlak 
dibutuhkon, karena pada dasarnya tidak ado 
organisasi yang mampu menja lankan suatu 
program dengan baik tanpa berkoordinosi 
dengan organisasi lainnyo. 

Koordinasi menurut Sugandha (1988: 12) 
odoloh penyatupaduan gerok dari se luruh 
potensi dori unit-unit organisasi atau orang-or­
ang yang berbedo fungsinya agar secara nyata 
benar-benar mengarah pada sasaran yang 
soma guna memudahkan pencapaian dengan 
efisien. Sedongkan George R Terry dalam Kortini 
(2003:29), berpendapat bahwa koordinasi 
adoloh sinkronisasi yang teratur dari usoha­
usoho untuk menciptokon kepantason kuantitas, 
woktu don tu juon pengoro han peloksonoon 
yang menghasilkon keselarason don kesatuan 
yang telah ditetopkan. Tujuon utoma koordinasi 
odolah terjadinyo sink ron isos i , artinya 
koordinasi merupokan gejolo usaha untuk 
menyatukan kegiotan-kegiotan dori berbogoi 
uni t kerja yang mem punyai fungsi yang 
berbedo dolom rangka terciptanyo sinkronisasi 
dari berbagai upayo yang dilakukan da lam 
rangka pencapaian tujuan bersamo. 

Berdasarkan ruang lingkupnya, Sugondho 
(1988:25) menyebutkan bahwo koordinasi 
terbagi menjodi 2 , yakni koordi nasi intern don 
koord inasi ekstern. Koordi nasi intern merupakan 
koordinosi antor pejabat atau antar unit di 
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dalom orgonisosi. Sedongkon ko o rdinasi 
ekstern merupakon koordinasi antar pejobat 
dari berbagai o rganisasi atau antarorganisasi. 
Sedangkon berdasar arahnyo, menurut 
Widjaya, HAW, koordinosi terbagi menjadi 3, 
yoitu: 

a Koordinosi fungsiono l, ontaro duo otou 
lebih instansi yang mempunyoi program 
yang berkoitan erot ; 

b Koordinosi instons ionol, terhadap 
beberapa instonsi yang menangani sotu 
uruson tertentu yang bersangkutan; 

c Koordinasi teritorial, terhadap duo atou 
lebih w iloyoh dengon program tertentu 
(Widjaya, HAW, 1992:25). 

Dengan demikion · penangonan 
gelandangan psikotik, membutuhkan koordinosi 
duo otau lebih instansi terkait yang memiliki pro­
gram yang berkaitan erat dolam penangonan 
masoloh tersebut sangat dibutuhkon, keber­
hasilan suotu program penonganan gelon ­
dongon psikotik tidak dapat dicapai oleh sotu 
insta nsi/organisasi, namun didukung pulo 
dengan bontuan dari instansi terkait sebogoi 
peloksono progra m p enango nan mutlok 
diperlukon dalom rongko pencopoian tujuon 
program boik koordinosi secaro intern moupun 
ekstern . Peloksonoon penonganan gelon ­
dongon psikot ik juga mel ibatko n berbagoi 
instonsi'terkoit yang meliputi Pemerintoh Doerah 
tirigkot 1/11 , Dinos Ketertibon don Keomonon 
Mosyorokot tingkot 1/11, Dinos Kesehotan tingkot 
1/ 11 , Dinos Sosiol t ingkat 1/ 11, Kepolision, Ru mah 
Sokit Jiwo (RSJ) don Ponti Sosial serta lembogo 
swosto yang peduli dengon mosoloh 
gelondongan psikoti k. 

VI. METODE PENELITIAN 

Pendekoton yang digunoko n da lam 
penelition ini , odoloh deskriptif kualitotif yaitu 
untuk mendeskripsikan secora rinci tentong 
pe loksanoan penongo nan gelando ngon 
psikotik yang dilakukon oleh stakeholders di 
doeroh. Lokosi penelition ditentukon secaro 
purposif dengon pertimbongon di kota-kota 
besar tentunyo permosa lahan sosial cenderung 
semakin berogam don kompleks, khususnya 
masoloh gelandangon psikot ik yang 
memerlukan penongonan lintas sektoral, oleh 
koreno itu sebogoi lokosi penelition ditentukon 
di koto Medon, propinsi Sumatera Utoro. 

Sumber data do lam penel ition ini adaloh 
instans i terkait d e ngon penongonon 
gelondongan psikotik atou pihok-pihok yang 
terlibat longsung dolom penonganon masoloh 
gelondongon psikotik diontaranyo Dinos Sosiol , 
Dinos Kesehotan, Rumoh Sakit Jiwo, Ponti Sosiol 
Eks Psikotik, Kepolisian, LSM, SotPol PP, don 
Mosyarakat. Tehnik pengumpulon data melo lui 
wowoncora mendolom serto fokus group 
discusion unt u k menggo l i pondongan, 
tonggapan dalom upoyo memecohkon 
mosaloh penongonon gelandongon psikotik . 
Tehnik onol isis data secoro deskripti f kuolitotif 
di lokukan untuk menganolisis kotegori sehinggo 
dopot mengidentifikosi tentang persepsi, peran 
serta bentuk kerjosamo onto r stakeholders 
(instonsi terkait) dolom upoyo penonganon 
gelondongan psikotik. 

VII. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

l. Karakteristik 
Psikotik 

Gelandangan 

Kesehotan merupakon aspek pokok 
dolom kehidupon manusia yaitu sehot jasmani 
don rohani serta sosial, kareno dengan dasar 
kesehotan tersebut manusia akan menjalankan 
berbogai aspek kehidupan, manusia yang sehot 
adolah man u sia dapat m enj ala nkan 
peranannya dalam kehidupan . Sedangkan 
pen d erita gangguan jiwa ota u psikot i k 
merupakan salah sotu contoh tidak adanyo 
keseimbangon atau kesesuaian antaro josmoni, 
rohani don sosio l. 

Gangguan jiwa dapat terjodi kapon sojo, 
terhodap siapa saja dari yang paling ringan 
sampa i yang paling parah (berot) . Tidok 
seorongpun dapat mengatakan dirinyo tak 
pernah mengalami gangguan jiwa. Gangguan 
kejiwoan merupakan mosaloh yang besar don 
sangat kompeks penyebabnya. Menurut Dr 
Gerald Mario Semen SpKj dari RSJ Dr Soehorso 
Heerjon, gongguon jiwo seperti skizofrenio 
honyo sebagion kecil dori gongguan jiwa yoitu 
hanya satu per mi l, sedongkon gangguan jiwa 
seperti depresi sompai 15 %. Gangguaan j,wo 
berat, seperti skizofrenia, gangg uon jiwa 
tersebut bersifot kronis, jangka panjang 
sebogian besor diderita seumur hidup serto 
kombuhon (Kompas, Minggu 27 Juli 2008). 
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Karakteristik atau ciri - ciri khas dari 
seseorang yang dikategorikon psikotik atau 
memiliki gangguon kejiwaan, dari hosil 
wawancara don FGD terungkap secaro umum 
tampak terlihat dari penampilan luar, sikap don 
perilaku seseorang yang dikategorikan 
gelandangan psikotik ontara loin : 

a Suka ngomong sendiri 

b Berkeliaran di jolon-jo lan, emperon toko, 
kolo ng jembatan, stasiun kereta api don 
sebagainya. 

c Berpakaian kumol, jorok 

d Suka mengumpu lkon sampah untuk 
digendong 

e Berbicoro ngocou, suko berteriok-teriok 

Tidok biso berpikir secoro normal 

g M enggonggu lingkungan sekitar 

h M erusak diri send iri 

Merusak keluarga 

Merusok lingkungan 

Karakteristik otau ciri -ciri khas yang tompok 
dari seseorang yang dikategorikan psikotik atau 
memiliki gangguan kej iwaon seperti tersebut 
diotos, secara medis penderita gangguan jiwa 
tidok de pot sembuh otau pulih kemboli seperti 
semula. Penanganan dini songat menentukon, 
ka rena kalou ditongani sejak dini bisa sampai 
jangka waktu yang lama ti dak kambuh logi. 
Akan teta pi pemberian obat, tidak bo leh 
berhent i harus terus-menerus atau berke­
sinambungan. Da lam proses penyembuhan 
posien gangguan jiwa atau psikotik tidok hanya 
pengobatan, aka n teto pi ju go edukos i 
menyeluruh t idak hanya pado pasien tetopi 
seluruh a nggota kelu orga don l ingkungon. 
Seseorong yang di diagnose tergonggu jiwonyo 
oleh psikioter dinyotokon "sembuh" , pengertion 
sembuh disin i adalah pa sien yang ko ndisi 
iiwonyo sudoh tenong yoitu bagi seorang posien 
yang sudoh biso mengurus di ri sendiri, tidok 
merusak diri sendiri moupun menggonggu otou 
merusok lingkungon. 

De ng a n me ngeto hui ko rokter isti k 
seseo rang yang mengolomi gangg uon jiwo dori 
mulai ringan sa mpai berot a kan memudahkan 
do lam proses re ha bili tasi med is moupun 
rehob i litosi sos ial sebogo i longkoh untu k 
pembinaon bogi pena nganon gelondongan 
psikotik . 
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2 . Pe rseps i Stakeholders D o la m 
Pe nanganan Geland an g an 
Ps ikotik 

Pandongon atou persepsi stakeholders 
terhodop permosolahan gelandongan psikotik 
yang terdiri dori Dinos Sosio l, Dinos Kesehaton, 
RSJ, Ponti Sosial Eks Psikotik, LSM, Mosyarakot, 
Kepolision tompa knyo menunjukkan 
pemohoman yang hompir soma bahwa 
permasalohan terse b ut merupakan 
tanggungjowob semua mosyorakot boik secara 
kelembagaon moupun individual, honyo 
selomo ini masing -masing pihok memiliki 
kewenongon don tanggungiawab sendiri-sendiri 
sesuoi kompetensinyo. Penonganan yang sudoh 
di lokukon secora parsiol belum terintegrasi antar 
instonsi/lembogo tersebut, masih berjalan 
sendiri-sendiri. Pondongon otou persepsi tentang 
permosolohon tersebut depot dinarasikan 
do l am pembahason ber ikut ini. Proses 
penongonan yang dilokukon diawoli dori proses 
rozio, penempatan sementora don 
penempoton sesuai PMKS atau rehobili tosi 
sosiol. 

Penongonan gelondongan psikotik di kota 
M edan selamo ini yang sudoh d ilaksanakan 
oleh SATPOL PP mengodokon rozio setiap 3 
bulon seka li berkoordinosi dengon instonsi 
terkait khususnyo Dinos Sosiol Propinsi sebagai 
i nsto nsi yang langsung menongo ni per­
mosolohon sosi al. Tup o ksi SATPOL PP 
melokukon rozio PMKS pembinoon selonjutnya 
men jodi tanggun gjowab ata u kewen'ongon 
Dinos Sosial. Karena pihak kami t idok memiliki 
tenaga ahli (psi kioter) yang bisa mengidentifikosi 
gelondangon yang st ress o tau menga lomi 
gangguon jiwo, sela in itu tidak memili ki keo hlion 
dala m pembinoan serta t ida k tersedionyo 
sorana prosorana. Sotpol PP hanya sebotas 
me roz ia atau menertibkan yang bisa 
mengganggu keamono n do n kenyamanon 
serto keindahan koto (lnstonsi/Lembaga SatPol 
PP sebogai peloksono o peras ional d i 
lapongon). 

Pada era sebelum tohun 90 an kepolision 
dil ibatkan dolom kegia ton razio don yang 
berhubungon langsung dengan masaloh sosiol 
adalah Bimbingan Masyarakat. Selama ini 
penanganan yan g sudah d iloksanakon 
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khususnya permasalahan sosia l misal anak 
nakal, narkotika,. gepeng, orang gil a, anak 
terlantar don orang gila yang mengganggu don 
merusak lingkungan, kami tangkap langsung 
dikirim ke Ponti Pungai (Ponti Sosia l 
Gelandangan don Pengemis). Akan tetapi 
berbagai permasalahan kami hadapi khusus 
untuk kasus gelandangan psikotik setelah 
ditangkap don dikirim ke panti Pungai, kembali 
lagi menggelandang don itu terus berulang kali. 
Sedangkan kasus yang lain yang kami hadapi 
ado orang gila mengamuk di jalan, setelah kami 
ambi l dibawa ke RSJ yang ditanyakan siapa 
ke luarganya otau sio po yang mau ber­
tanggungjowab setelah pu lang dori RSJ. 
Tentunya pihak kami merosa kesulitan untuk 
dapot menyelesaikon mascilah ini, apabila 
kam i yang harus menampung sete l ah 
dikembalikon dari RSJ, di kepolisian tidak 
me mil iki sarana don prasorana serta 
pembinaan se lan ju tnya . Padahal sebagian. 
besor orang gila yang menggelandang tidak 
jel as latar belakang keluarganya (Pihak 
Kepolisian). 

Pada tahun 90 an pihak RSJ pernah 
dilibatkan se lesai proses razia PMKS di­
tempatkan di Ponti Sosial Gelandangan don 
Pengemis Pungai Binjai, untuk tahap identifikasi 
don seleksi pihak RSJ datang don memeriksa 
bagi gelandangan yang memiliki kelainan jiwa 
akan dibawa ke RSJ untuk dilakuka n 
pengobatan, yang tidak ado gongguon sakit 
j1v10 di tempatkan di UPT Ponti Pungoi. Pada 
soot ini RSJ tidak terlibat langsung do lam proses 
tersebut, honya selama ini kerjasama dengan 
Ponti Sosial Eks Psi kotik berlangsung dengan 
bai k. Setiap hari Komis, kami dotang 
memeriksa kl1en Ponti yang dalam kondisi 
psikotik/gangguan jiwo berat kami bawa ke RSJ 
untuk mendapatkan perawatan psikiotrik setelah 
sembuh d1kembolikan ke Ponti (Rumah Sa kit Jiwa 
Medan). 

Kutipon di atas merupakan informosi yang 
menegaska n bohwa penonganon gelan­
dongan psikotik, merupokan tanggungjowab 
semua elemen masyorakat, okan tetapi seloma 
111.1 penonganan yang sudoh dilokukon memberi 
keson be~olan secaro parsiol belum terencona, 
terpadu serto berkesinombungon mulai proses 
razio, penempoton sementoro don rehobilitasi 
sosiol . Pemerintah daerah memegang peron 

yang songat penting di dolo m upaya 
penangana n gelandongan psikotik. Sebagoi 
pelaksana pembangunan di daeroh, 
pemerintah doeroh mempunyai kewoji bon 
untuk melokukon berbagai ti ndakan dalam 
menuntaskan masolah gelondongan psikotik, 
yang bukan hanya tonggungjowab D inos Sosial 
saja akan tetapi merupakan masalah yang 
menyangkut kebersihan, kenyamanan don 
keomanan lingkungan perkotoan. Pemerintah 
doerah tidak dapat bekerja sendiri memerlukan 
dukungan serta dengan melibatkan sel uruh 
el emen masyarakat beke rjas ama secara 
bersama -sama dengan insta nsi/lembaga 
pemerintah atau lembaga swasta untuk 
mengatasi masalah tersebut. Selama ini poyung 
hukum yang menjadi acuan adalah peraturan 
doeroh berkaiton dengan Ketentraman don 
Ketertiban Kata, belum ado Perda yang 
mengatur tentang penangonon gelandangan 
psikotik. 

Apakah tidak ado paso l yang mengatur 
tentang pasien yang tidak memiliki kelua rga? . 
Kerjasa ma don aturan yang jelas ba hwa 
permasa lohan ini merupakan tanggungjawob 
kita bersama don semua pihak-pihak terka it 
masing-masing harus terlibat dalam menangoni 
permasalahan ini, a pakah sudah ado Perda 
yang mengatur tentong masa lah tersebut. 
Karena payung hukum sangat diperlukan untuk 
mengontisipasi hol-hol yang tidak diinginkan 
berkaitan dengan siapa yang berwenang serta 
bertanggungjawab dalam permasalahan ini 
untuk mengantisipasi bukan soling menyalahkan 
otau lempar tanggungjawab, dengan adanya 
aturan berupo Perda akan semakin jelos 
pelaksonaan penanga na nnya (Pi hak 
Kepol ision). 

Penangonan gelandangan psikotik bahwa 
proses kesem buhan pasien gangguan jiwa 
memerlukan kerjasama don keterlibata n 
keluarga, RSJ, Dinos Sosial don ado Perda atou 
poyung hukum yang mengatur penongonan 
gelandanga n ps ikotik. Khususnya bagi 
gelandangon psiokotik yang tidak jelas latar 
bela kang keluarganya sebaiknya dalan Perda 
tersebut ditegaskan bahwo percm Dinos Sosiol 
untuk dapat memberikan ternpa t/menampung 
bagi mereka (Rumah Sakit Jiwa) . 

Selamo ini penanganon khusus gelan­
dangan psikotik belum ado payung hukumnya, 
hanya perda untuk gepeng yang sudah selesai 
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pembohoson di DPRD. Horopon ke depon 
untuk penongonon gelondongon psikotik, tidok 
ho n yo sebotos MoU on tor i nstonsi otou 
lembogo terkoit sojo akon tetopi fosilitos yang 
lengkop atau sesuai dengan kondisi 
gelondangon psikotik menjadi suotu hal yang 
harus terpenuhi. Perdo yang mengatur 
penangonan gelandangan psikotik harus 
diwujutkan khususnya dalam Perdo tersebut 
oturan yang tegas bagi gelandongan psikotik 
yang tidak jelas keluarganya (Dinos Sosial 
Propinsi Sumatera Utara). 

Khusus untuk gelandangan psikotik yang 
tidok 1elas lotar belakang keluarga seharusnya 
ado aturan boku yang depot mengotu r mereko 
atau ado keluwesan bagi worga mosyarakot 
yang memiliki ganggl.Jan jiwa yang tidak jelas 
keluarganya. Bagi gelandangan yang secara 
administrasi tidak dapat dimasukkan dalam 
Jomkesmas salah satu solusinya dari pihak 
Dinos Sosiol, Kepolision, Sotpol PP ado 
pernyotoon tentong kondisi gelondongon yang 
tidok 1elos keluargonyo sehinggo dihoropkon 
dopot memudohkon dolom penguruson 
osuransi kesehotan (Jomkesmos) seperti worgo 
mosyorokot loinnyo (Dinos Kesehoton Kota 
Medan). 

Berbogoi masalah lain yang menghambat 
proses penongonon gelondangon psikotik di 
doerah, yoitu berkoiton dengon poyung hukum 
Y?ng belum ado, peroturon daeroh songat 
d1perlukon untuk menjodi ocuon dalom setiop 
program kebi jokon penongonon mosaloh sosiol 
khususnyo gelandangan psikotik. Diperlukon 
adonya poyung hukum yang menjadi ocuan 
dolom setiap kegiatan penanganan 
gelandongan psikot1k, adanya landoson hukum 
untuk menghindari soling lempor tanggung-
1owob. Aspek legolitos songot dibutuhkon 
mengontisipasi hol-hal yang t idok diinginkon 
berkoitan dengon siapo ya ng seharusnyo 
berwenang serta bertanggungjowab dalom 
permaso lahan ini, dengon adonyo aturon 
berupo Perdo tentong gelandangon psikotik 
akan semaki n jelos peloksonoon peno­
ngononnyo. 
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3. Upaya Pemerintah Dae rah Do­
lam Penanganan Gelandangan 
Psikotik 

Penyandang Masolah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) memerlukon bantuan, per­
tolongan don bimbingan koreno resiko tinggi 
yang mereka hodopi dapat menimbulkan 
kerentanon serto keterlontoron. Khususnyo 
permasolohon sosiol gelondongan psikotik 
yang memili ki korakteristik tersendiri 
dibondingkan dengon permosolohan sosiol 
yang lainnyo. 

Penyokit koreno gongguon kejiwaon 
merupokon mosaloh yang sangat kompleks, 
kareno usaho pengoboto n bogi penderito 
gangguon jiwa/mentol t idok sejelas podo 
posien fisik, sehinggo usoho pengobotan horus 
menyiopkon penderito tersebut secoro total boik 
organobiologik, psikik, sosio-kultura l don 
vokosionol sehinggo penderito gongguon jiwo 
secoro fisik, m ental don sosio l dopat 
menyesuoikon diri di lingkungon mosyorokot, 
dopot mondiri serto berguno bogi mosyorokot 
sesuoi dengon derojat kecocatonnya . Proses 
penyembuhon penderito gongguan jiwa atau 
psikotik seloin teropi medik berupo obot-oboton 
guna mempercepat hilangnya a tau ber­
kurangnyo gejala-gejala psikiotrik, jugo 
membutuhkan berbagai teropi lainnya yaitu 
teropi kerjo, teropi fisik, terapi sosiol, terop i 
psikologi. 

Kondisi seseorang yang mengolomi 
gangguon kejiwaa n don hidup meng­
gelandong di jalan-jolon, di bowoh jembaton, 
gong-gong sempit don kumuh, di stasiun kereta 
api don lain-lain, di sotu sisi poda kenyo­
taonnya kehidupan gelondangan psikotik okan 
menggonggu keindohon, kenyomanon, 
keomanon don ketertiban lingkungan suotu 
wilayah tertentu. Akan tetopi di sisi loin 
gelandongon psikotik jugo merupokon saloh 
sotu worga mosyorokot yang sehorusnyo 
mendapotkon hok-hok nyo sebogai worgo 
negara yang setoro otou soma dengon worgo 
negoro yang loinnyo. 

Kebutuhon peloyonon khususnyo bagi 
gelondangon psikotik, meliputi kebutuhan akon 
tempat tinggal don kebutuhon dosor sebogoi 
wo rgo negoro yang horus mendapotkan hok 
yang soma seperti manusio lain, merupakan 
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hak-hak dasar yang horus mereko dopatkon. 
Seloin itu adonyo edukasi menyeluruh, tidok 
honya podo penderito gongguon jiwo sojo, 
tetopi seluruh onggoto keluorgo don lingkungan 
masyorokot, horus terlibot do lam proses 
penyembuhon. 

Berkaitan dengon permasalahan gelon­
danga n psikotik, pihok-pihak terkoit yang 
seharusnya berwenong menangoni yang 
berkaitan dengon keamanan don ketertiban 
lingkungan masyorakat yang berwenang 
adaloh Kepol isian, SatPol PP sedangkan instansi 
terkait yoitu Dinos Sosial, Dinos Kesehaton, don 
Rumoh Sakii Jiwo (RSJ) sebogoi pihak yang 
berwenong untuk memberikon pelayonon sosiol 
don peloyonan kesehotan (Medis) serta bontuan 
sosiol berupo Askeskin (Asuransi kesehatan untuk 
orang miskin) . Dengan demikian penanganan 
harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, don 
dalam pelaksonaonnya perlu dilakukan 
kerjosomo/ koordinasi secora multisektoral untuk 
mengotosi permosalahan tersebut. 

Penanganon gelandangan psikotik yang 
sudah dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara, 
dari hosil wawancoro don FGD terungkap 
bohwo penongonon Gelondongon Psikotik di 
Propinsi Sumotero Utaro dilokukon dengon 
beberapo tohap, odoloh sebogoi berikut : 

a . Tahap owal yoitu dari hasil razia atau 
penjaringon. 

Permasalahan sosial yang ado di wilayah 
provrnsi Sumatera Utara, khususnya beberapo 
v,argo masyarakot yang kurong beruntung 
memerlukan perhatian serto penonganan . 
Selamo ini untuk menangani masaloh-mosalah 
sosia l diawal i dari hasil razia atau penjaringan 
yang terdiri dari para penyandong masalah 
sosiol (PMKS) antaro lo in gelondangan don 
pengemis, onak jalanan, anak terlantar, lansia 
+erlantar, gelandangon psikotik, PSK (Pekerja 
Seks Komersiol) don lain-loin. Peloksonaan rozio 
atou penjoringan dilokukon setiap 3 bu Ian sekoli 
yang dilakukon koordinosi/kerjasama antara 
Dinos Sosiol Provinsi/ Kota dengan SatPol PP. 
Dinos Sosiol sebagai intansi yang memiliki tugas 
don fungs, dolom menangani para Penyandang 
Permasa lahan Kese1ahteraan Sosial (PMKS) 
sedongkon SatPol PP bertanggungjawab untuk 
menertibkon don m en jag a kebers ihan, 
keindohan 11ngkungon kota yaitu dengan 
rn elaku kan roz,a, sedangkan pembinaan 

selonjutnya menjadi tanggung jawab atau 
kewenongan Dinos Sosiol . 

Keterlibotan dori instonsi yang loin 
misalnyo Kepolisian, RSJ, Dinos Kesehoton don 
instansi terkait yang lain tidak dilakukon. Dari 
informasi yang diperoleh dari hasil wowancora 
don FGD terungkap bahwa pado era sebelum 
tahun 1990-an pihak Kepolisian don Rumah 
Sakit Jiwa (RSJ) dilibatkan dalam kegiotan rozio 
Penyondong Permasa lahan Kesejohteraan 
Sosial (PMKS) akan tetapi setelah tahun 1990-
an tidak pernoh dilibatkan dolam kegiotan 
tersebut. 

Selama ini dari pihok Kepolisian sebagoi 
institusi yang bertanggungjawab terhadap 
keamanan don ketertiban suatu doeroh, pihok 
kepolisia n apobilo menjumpai berbagai 
permosalahan sosial misalnya anak na ka l, 
terlantar, gelandangan, orang g ila, lansia 
terlantar, narkoba don sebagainya langsung 
menangani atau menangkap don menyerahkan 
kepado pihak yang terkait dengan perma­
salahan sosial tersebut. 

Khusus penanganan ge la ndang an 
psikotik, dari pengalaman pihak kepolis ian, 
selamo ini sudah dilakukan dengan menyerah ­
kan ke Ponti Eks Psikoti k Pojoreken UPT Dinos 
Sosial Provinsi Sumatera Utaro atau ke Rumah 
Sakit Jiwa. Beberapa permosalahan timbul yaitu 
pada soot dibawa ke Rumoh Sakit Jiwo (RSJ) 
pertamo kali yang d itanyakan siapa keluargo­
nya atau siapa yang mau bertanggungjawab 
setelah pulang dari rumah sakit. Dari piha k 
kepolisian kesulitan unluk menjelaskon lotar 
belakang ke l uorg anyo ka rena mer eko 
menongkap di jolan-jalon yang sudah meng­
gonggu serta merusok lingkungon. 

Pihak kepolisian merasa kesuliton untuk 
menyelesaikan masoloh ini, opobilo harus 
menampu ng setelah dikembalikon dari RSJ, 
korena tidak memil iki sorana don prosarano 
serto pembinoon selanjutnya. Permosolahan 
yang ditemui di lapongon, sebogian besar or­
ang gila yang menggelondong tidok jelas lator 
belokong keluarganyo. 

Berbagoi kendalo yang dihodapi untuk 
penongonan ma saloh in i a p obila piho k 
Kepolision yang mengombil peron tersebut, 
terkendala oleh biro krosi don tugas pokok don 
fungsi kepolision tidok memil iki kewenangan 
atau bertonggungjowob untuk menampung 
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mereka. Oleh karena itu sering dijumpai setelah 
keluar dari rumah sakit, kembali meng­
gelandang di jalan- jalan, kalau sudah 
mengganggu ditangkap dimasukkan kembali 
ke rumah sakit jiwa don terus berulang lagi. 

Sedangkan aturan dari Rumah Sakit Jiwa 
(RSJ) yang harus dipenuhi oleh semua pasien 
bahwa kelua rga pasien atau yang ber­
tanggungjawab harus menandatangani surat 
pernyataan diatas materai Rp 6.000,- yang 
menjelaskan bahwa siapa yang akan 
bertanggungjawab setelah keluar dari rumah 
sakit apabila pasien dipulangkan keluarga 
harus mau menerirna. Aturan tersebut ado 
dalam salah satu butir Protap (Prosedur Tetap) 
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) bogi semua posien 
Rumah Sakit Jiwo. Ado 9 butir dalarri Protap 
(Prosedur Tetap) yang mengaturnya, salah satu 
butir dalam peraturan tersebut menyebutkan 
"apabila pasien dipulangkan keluarga bisa 
menerima". Aturan ini diberlakukan untuk 
mengant isipas i pasien menahun yang 
memenuhi Rumah Sakit Jiwa. Kapasitas Rumah 
Sakit Jiwa mengalami over kapasitas, karena 
tempat tidur hanya tersedia untuk 400 orang 
pasien sampai soot ini ado sekitar 455 orang 
pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa. Karena 
tidak mungkin selamanya pasien berada di 
rumah sakit, kete rbatasan sarana don 
prasarona don juga ado kecenderungan pasien 
gangguan jiwa setiap hari terus bertambah ado 
sekitar 455 orang opname, 60 orang rawat 
jalan dalam setiap harinya. 

Kendala tersebut tentunya akan semakin 
mempersu lit dalam penanganan gelandangan 
psikotik, ketidakjelasan siapa yang ber­
tanggungjawab sepenuhnya bogi mereka yang 
tidak jelas latar belakang keluarga menjadi 
suatu permasalahan yang sampai sekara ng 
belum terselesaikan karena belum ado aturan 
yang baku untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 

b . Tahap Penampungan Sementara . 

Poda tahap ini, dari hasil razia atau 
penjo ringan meliput i semua Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosia l (PMKS) yang 
terdi ri dari Peker10 Seks Komersial (PSK), Anak 
Nakai , Lansia Terlantar, Gelandangan don 
pengemis, Orang gila yang menggelandang 
don lain-lain dibawa ke tempat penampungan 
sementara yaitu d i Ponti Sosial Gelandangan 
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don Pengemis Pungai Sejahtera Binjai 
merupakan UPT Dinos Sosial Provinsi Sumatera 
Utara. Di tempat penampungan tersebut PMKS 
di tempatkan di ruangan khusus atau isolasi, 
kemudian dipilah-pilah ditempotkan di ruang ­
ruang atau kamar sesuai dengan karakter 
kecacatannya. 

Para penyandang masalah sosial tersebut 
lebih kurang selama l minggu berada di tempat 
penampungan sementara, untuk selanj utnya 
diadakan identifikasi serta seleksi guna 
mendapatkan pembinaan selanjutnya sesuai 
dengan permasalahan sosial. Misalnya klien 
anak nokal disalurkan di panti sosial anak 
nakol, Pekerjo Seks Komersial (PSK) di sol urkan 
ke Ponti Sosial Parawasa, demikion juga 
gelandangan psikotik diserahkan ke Ponti Sosial 
Eks Psikotik Pojoreken don sebagoinya . lnstonsi 
yang terlibat dalam pe loksanaan kegiotan 
tersebut odalah Dinos Sosial, Satpol PP, Ponti 
Sosial Pungai Sejahtera sebogai pihak yang 
terlibat langsung dalam identifikasi serta seleksi 
serta panti-panti sosial sebagai pihak yang akan 
menerima klien. 

Pelaksanaan kegiatan identifikasi dilakukan 
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 
yang lebih jelas tentang permasalah an 
penyandang sosial guna penetapan colon 
penerimo peloyanon di ponti. Dalam kegiatan 
tersebut di lakukan dengan mencatat nama, 
umur, jenis kelamin, riwayat kecacatan don 
sebagainya. Serta mengelompokkan perma­
salahan, jenis kecacatan, tingkat kecacatan don 
sebagainya. Sedangkan seleksi di lakukan untuk 
menetapkan penyandang masalah sosial sesuoi 
dengan pe rsyaratan untuk memperoleh 
peloyonan di panti . ldentifi kasi don seleksi 
dengan mengelompokkan permasalahan sosial 
sebagai longkah awal guna pembinaan 
selanjutnya . 

Tahap identifikasi don seleksi merupakon 
tahap yang sangat menentukan dalam proses 
pelayanan sosial bag i penyandang masalah 
sosial, ketidakjelasan atau kurang lengkapnya 
data pada tahap ini akan berpengaruh 
terhadap kesaloha n dalam penangonan 
berupa pembinaan bagi penyandong masalah 
kesejahteraan sosial. Kondisi ini terjadi dalam 
penanganan gelandangan psikotik, setelah 
diadakan identifikasi don seleks i langsung 
diserahkan ke Ponti Sosial Eks Psikotik Pojoreken. 
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Kondisi klien gangguon jiwa atau psikotik mosih 
dolom kondisi "gawat" yaitu masih lobi l, emosi 
tidak terkendoli, mengamuk, melukai diri sendiri 
otau dapat dikatakan belum mompu untuk 
mengurus diri sendiri . Sementaro itu panti sosial 
Eks Psikotik Pojoreken sesuai dengan tugas don 
fungsi sebaga i UPT Di nos Sosiol Provinsi 
Sumatero Utaro hanya memberikan pembinoan 
bagi eks psi kotik jadi bukan untuk membina 
psikotik. Karena sebagion besar klien dari hasi l 
rozio yang dikirim ke ponti tersebut masih gila 
otou kond isi yang mos ih gawat, ho l ini 
menjadikan pihak ponti mengalomi berbagai 
kendolo boik yang menyangkut dona, sa rana 
prosarana serta pembinaan selanjutnyo. 

Permosolohan itu tidok akan te r jad i 
opabilo poda tahap identifikasi don seleksi, 
tenogo ah li yang mengetahui tentang penyakit 
kejiwaon khususnya ahli jiwa (Psikiater) dilibatkan 
dalom kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara 
don FGD terungkap bahwo pihak Rumah Sokit 
Jiwa (RSJ) di era sebelum tahun 1990-on terl ibot 
langsung dolom tahap identifikosi serto seleksi 
klien Penyondong Permasalo hon Kesej ohteroon 
Sosiol (PMKS), yoitu RSJ dengan mengirimkon 
beberopo tenogo o hli jiwa dotong untuk 
memerikso bogi gelandangon yang memiliki 
keloinan jiwa. Dori diognosa awal akon terlihot 
bagi gelondangan psikotik yang dinyatakon 
ko ndisi jiwanya mosih lobil, mengamuk serta 
merusok lingkungan akan dibawa ke RSJ untuk 
mendapatkan teropi medis. Seteloh kondisi 
kejiwaonnyo sudah tenang don do pot mengurus 
di ri sendiri moka akan diserohkan pado Ponti 
Sosiol Eks Psikotik Pojoreken untuk mendopatkan 
pembinaan selonjutnyo . 

Kerjosomo yang sudoh terjolin dengan 
boik ontar instonsi terkoit dolom penangonon 
permasolohon sosial tidok berlonjut karena 
seteloh tahun 1990 pihak Rumoh Sakit Jiwo (RSJ) 
tida k pernah dilibatkan lagi dolam kegiatan 
tersebut. 

c. Tohop penem pa ton sesuo i dengan 
Penyondang Masolah Kesejohte roon 
Sosiol (PMKS) . 

Pen onganon PMKS setelah tohap 
1dent1f ikasi don seleksi sesuoi dengon 
pengelompokkan permosolohon sosial, yaitu 
penya ndang masa loh kesejahteraon sosial 
(P1\I\KS), tohap berikutnya penyandang masalah 
sos1a l d1tempatkon d i panti-panti sosio l sesuai 

dengan permasolohon yang disondang oleh 
kl ien. 

Dolom penangonan gelandangan psikotik 
dari hasil razia atau penjoringon ditempatkan 
di penampungan sementoro, untuk diidentifikasi 
serta d iseleksi, tohop selanjutnya langsung 
diserohkan diberikan bagi klien Ponti Sosiol 
disesua i ko n dengan derajot kecocotan 
penderita gangguan jiwo. Pengelompokkan 
disesuo ikan dengan d erajat kecacotan yoitu 
kotegori berot , sedang don ringan sebelum 
mendopotkon pembinoon yang okon diberikon. 
Ada duo kelompok kategori klien Ponti Sosiol 
yang biso mendopotkan pembinoon odoloh 
sebagai berikut : 

1) Klien ganggua n jiwa bero t odoloh 
mereka yang mosih dolom kondisi labil 
emosinyo, belum biso mengurus diri 
sendiri. Kl ien gangguan ji wa berat 
(psikotik), d i Ponti Sosiol mereka 
ditempatkan di ruang isolosi dipisohkon 
dengan klien yang loinnyo. Dengon 
kondisi seperti ini kl ien gongguon jiwo 
berat (psikotik) belum siop untuk biso 
menerimo pembinoon kareno mos ih 
memerlukon perawatan secoro medis. 

2) Klien gongguan jiwo sedang don ringon 
adala h mereka yang sudah biso 
mengurus diri sendiri, emosi stobil, klien 
dolom kondisi tenang tidok mengomuk. 
Dengon kondisi in i klien gongguon jiwa 
biso mendopatkan pembinoon meskipun 
songot minimal sekol i. 

Reolitos yang dijumpai di Ponti Sosiol Eks 
Psikotik Pojoreken adalo h be rbogai 
permosa lohon muncul podo soot klien 
ditempatkan di Ponti Sosiol, koreno sekitor 50 
% kondisi kli en mosih dalam keodoon gowot 
otau emosi labil, mosih sering mengomu k, 
merusak diri sendiri. Dengan kondisi klien seperti 
itu tidok okan mung ki n dapot menerimo 
pembinoan selanjutnyo, kareno sesuoi dengon 
tugos pokok don fungsi Ponti Sosial Eks Psikotik 
Pojoreken untuk meloksonokan rehobilitasi sosiol 
bogi eks psikotik otou seseo rang yang sudoh 
dinyotokon o leh psikioter secoro medis sud :::h 
lebih tenong don dapot mengurus diri send1ri 
bukan klien yang masih dolom kondisi emosi 
lobil otou mosih dolam kondisi gowot. 

193 



/umal l'cneiltran dan l'w[<cmba11ga11 Kese1ahtcraa11 So<ia/, Vol 14, No. 02, 2009: 181 - 200 

Permasalahan ini dirasakan oleh pihak 
panti sang at dilematis, khususnya klien 
gelandangan psikotik dori hasil rozia yang 
masih memerlukon perawatan medis, di sotu 
sisi apobila tidak diterima sebogoi klien akan 
melanggar hak asasi monusia sebogai seorang 
warga negaro yang harus dilindungi, sementara 
d isis i la in panti ti dok mompu membiayoi 
pengobaton serto tidok mampu membina klien 
yang mosih dalam kategori psikotik. 

Sesuo i dengon tugas don fungsi Ponti Sosiol 
Eks Psikotik Pojoreken yaitu untuk membina eks 
psikotik don bukon membina psikotik. Kondisi 
ini menimbulkan berbogoi kendalo bagi ponti, 
menyebabkan over kapasitas yang sehorusnya 
hanya mompu menompung 80 orang, dalam 
kenyataannya klien ·ponti beriumlah 91 orang. 
Selain itu berbogai kendola y'ang dihadapi 
Ponti Sosial Eks Psikotik Pojoreken keterbatason 
biaya operasi onal , khusus bioya pengobatan 
sangot minim, sedongkan dori 91 klien, 50 % 
masih dalam katego ri ps ikotik yang masih 
memerlukan pelayanan medis don horus 
menialani rawot inap di Rumoh Sakit Jiwo. 

Permasalahan tersebut sementara ini 
dapat ditongoni karena antaro Rumah Sokit 
Jiwa dengan Ponti Sosial Po joreken masih tetop 
bekerjosomo dolam menangoni eks psikotik, 
Setiap hori Komis seminggu sekoli pihok Ru mah 
Sokit Jiwa mengirimkon bebero po tenaga 
medis yang terdiri dari Psikioter untuk dotang 
memerikso klien di Ponti Sosiol. Dengon odonyo 
pemeriksoon rutin tersebut, bila dijumpoi klien 
yang mengolam1 gongguon iiwo berat yang 
perlu pemwaton mereko yang dikategorikan 
mosih gowat mako akon dibowo ke Rumoh Sokit 
Jiwo untuk mendopotkon perowotan, setelah 
sembuh dikembalikan ke Ponti Sosial Pojoreken. 
Demikion jugo pasien Rumah Sakit Jiwa yang 
sudoh mendopotkon rehobi l itos i medis, 
d iti tipkan ke Ponti Sosiol Eks Psikotik Pojoreken 
guno mendopotkon pembinoon sosiol selonjut­
nya . Hal ini dilakukon kareno Rumoh Sakit Jiwo 
sudah tidok mompu untuk menompung posien, 
kareno posien sudoh melebihi kapositos doyo 
tompung rumoh sakit jiwo, 

Selama in i bioyo untuk pengobaton klien 
seloin dari biayo operasionol pihak ponti, jugo 
mendopatkan bantuan melolui Jamkesmas 
(Asuransi Kesehoton Masyarakat miskin), don 
bontuan ini hanyo diberikan bagi kli en yang 
jelos lota r belokang keluarganya. Yo ng menjodi 
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permosoloha n bogi pihok Ponti Sosia l, kareno 
sebogian besar gelondangon psikotik dari has ii 
razia tidak ielas lata r belakang keluarganya . 

Kendalo ini merupokan lingkaran yang 
t idak ado ujung pongkal nya kareno peno­
nganon penderita gangguan jiwo memerlukan 
keterpoduan antaro pelayanan medis berupo 
obat-oboton serta pelayanan sosio l. Dengan 
demikian keteroturan m inum obat sanga t 
penting bagi penderita gongguan jiwa, koreno 
ketidakteraturon minum obat aka n berdampak 
pada kambuhnya gangguan jiwa seseorong. 
Seorong klien okan bisa menerima pembinoan 
opabi lo secora medis mereka tenang don biso 
mengurus diri sendiri, dengan demikian klien 
untuk mendapotkan pembinoan selanj utnya, 

Secora keselu ruh on pembinoan yang 
dilakukan bagi klien panti yang beraso l dari 
rozia moupun yang berosal dari keluarga don 
mosyarakat. Pembinoan yang di lakukon bogi 
kl ien di panti Pojoreken, dari 9 1 orang klien 
ponti, hanyo 30-40 orang yang bisa dibina 
meskipun sangat min imal seko l i. Bentuk 
pembinaon berupa bimbingan mental , fisik 
serta spiritua l bentu k keg iatan yang loinnya 
berupa pengena lan lingkungon, berkebun, olah 
raga, pertanion yaitu menanam wo rtel don 
selada. Dengan melihat kondisi sebogian besor 
klien panti masih dolam katego ri psi kotik maka 
pembinaon se lanjutn yo b elum b isa 
dilaksanakan sesuoi dengan tohapan-tahapan 
peloyanan rehabilitasi sosiol. 

Pelayonon don Rehabil itasi Sosial bogi klien 
panti sesuai dengan petunjuk teknis ponti selama 
3 tohun, akan tetapi dalam prakteknya sebagian 
besar sompai seumur hidup atau sompoi wofat 
khususnyo bagi gelandongan psikotik yang 
tidak jelas lator belokang keluarga. 

Dalam meloksanakan kegiotan ponti , 
sumber dona operosionol berosol dori APBD, 
Dharmois don kompensosi BBM . Besornya 
dona yang diperoleh dolom kenyotoannya 
untuk menunjang kegiotan operasi onol ponti 
dona tersebut honyo biso digunakan untuk 
kebutuhan SOSH (bioyo mokon sehori -hmi), 
sedongkan untuk kebutuhon biayo pengobotan 
songot minima l sekali . Bag i pend c: r ito 
gangguan jiwo kesembuhon sangot tergontung 
dori obot -obotan guna untuk mempercepat 
hi longnya atou berkurangnya ge jo lo -ge jo lo 
psikiatrik. Horgo obot-obotan untuk penderita 
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gongguon jiwo songat mohol, oleh koreno itu 
bioyo pengo baton untuk klien panti membutuh­
kan dona yang sangat besor. 

Meskipun Ponti Sosial Eks Psikotik Pojoreken 
bekerjosamo dengon Rumoh Sakit Jiwo dopot 
mengotasi berbogoi kendola tersebut, okon 
tetopi berdompok terhodop minimnya dolom 
pemenuhan kebutuhon dosar yoitu makon, 
pokoion, obot-oboton, perlengkopan mandi, 
serto fosilitas yang loin maupun pembinaan 
yang seharusnyo mereka dopatkan. Belum 
tuntasnyo pelaksanoan penanganan penderita 
psikotik sesuoi dengon tohop-tohap pelayanan 
rehabilitasi sosiol, tenago-tenaga sosial t idak 
sebonding dengan jumlah klien yang d itongoni. 
Berbagoi perm asolohon ini menyebobkan 
peloksonoon rehobilitosi sosiol belum berjolon 
secoro optimal yoitu terbino don terentosnyo 
penyondong eks psikot ik sesuoi dengon tujuon 
penongonon mosalah sosiol penyandong cocot 
mental eks psikotik sehingga mompu melok­
sonokon fungsi sosiolnya dolom kehidupon di 
masyo ro kot. Kuoli f ikosi kl ien, pelaksano 
pelayanan sosial serto sarana don prosarana 
penunjong program peloyanon ponti sosiol 
sangot berpengoruh poda terentoskannyo klien 
(gelondongo n ps ikoti k) . Oleh korena itu 
peloksanaon kegiatan rehobil itosi sosial bagi 
eks psikotik dapot dikotokon belum sepenuhnyo 
dapot menongoni don menuntoskan mosoloh 
sosiol dolom hol ini gelondongon psikotik 
kareno berbogo i kendola tersebut. 

4 . Peron don Bentuk Kerjosamo Antoro Stake­
holders di Doerah dolom Penangonon 
Gelondongon Psikotik 

Penongonan gelondango n psikotik 
memerlukon keterliboton dari berbagai pihok 
boik suatu instansi/lemboga pemerintoh, swosta 
maupun portisipas i masyorokat, karena 
mosa lah sosia l merupakan tanggung jawab 
semua elemen mosyarakat. Proses penongonan 
gelandangan psikotik yang seloma ini sudoh 
d iloksonokon diawoli dori tohop rozi o/ 
penjoringo n, penempoton sementora don 
penempaton sesuai dengon PMKS otou tohop 
rehobilitosi sosiol. Bentuk kerjosoma don peran 
dori mos,ng-mo sing lntonsi, Lembogo, 
mosyorokat yang dilokukon podo proses 
tersebut odaloh sebogai berikut : 

a . Tohap Rozio/ pen jori ngon 

Podo tohop ini, untuk melokukon 
kegiatan rozio merupokan sotu Tim rozio 
yang terdiri dori instonsi/lembogo peme­
rintoh doeroh untuk melokukan kegioton 
tersebut, peron dori Dinos Sosia l Propinsi/ 
Kato sebogoi leading sector bersoma­
soma Pemerintah D oeroh, SotPo l PP 
meloksonokan rozia setiop 3 bu Ion sekali . 
Di era otonomi doeroh ini kewenongon 
atau kebijokon ado podo pemerintah 
doeroh setempot untuk secaro bersomo­
somo menongoni permosolohan sosial 
yang ado di doeroh tersebut. Berkoiton 
dengon mosalah tota kota menyongkut 
kebersihon, keomonanon don kenyo­
monon daerahnyo merupokon tanggung ­
jawob Pemdo beserto ja joronnyo dolom 
hal ini Dinos Keamanon don Ketertiban 
Koto (Sotpol PP) bersomo-somo dengan 
Dinos Sosiol untuk menciptokon daerah 
yang aman, nyomon, tertato serto 
membontu mosyarokot yang terlontar untuk 
ditempotkon se rta dipulihkon kemboli 
keberfungsion sosiol nyo dengon men­
dopatkon pelayonon boik fisik, psikis don 
sosiol. Kerjosomo ontor instansi/lembago 
yang merupakon sotu tim meloksonakan 
rozia cukup optimal, hol ini dapot dil ihot 
dengon koordinasi sebelum moupun 
podo soot peloksonoan rozia yang selolu 
rutin dilakukan setiap 3 bulan sekoli don 
pada soot akon ado kunjungan pejabat 
ke doerah, untuk menciptakan suasana 
kota yang bersih, tertata serta nyaman. 

b. Tahap Penempatan Sementaro 

lnstansi/lembaga yang berperon 
dalom tahap ini Dinos Sosiol yang 
melibatkan Pekerja Sosial, Ponti Sosial 
Gelandongan Pengemis di Bin jai sebogai 
tempot untuk menampung sementa ra 
sebelum klien mendapatkan rehabilitasi 
sosia l sesuai dengan permosalahan 
sosiolnyo. Kegiotan identifikasi don seleksi 
dilakukan Dinos Sosial bersamo-sama 
dengan Ponti Sosia l Gelandangan 
Pengemis, keterlibatan Pekerja Sosial 
dalom proses identifikasi don seleksi guna 
mendapat kan program peloyanon 
selonjutnyo . Khusus untuk penangonan 
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gelondongon psikotik yang berbedo 
dengon penyondang masoloh sosiol 
loinnyo, podo to hop identifikosi don seleksi 
merupokon proses owol yang songot 
menentukon untuk mendopotkon pem­
binoon selonjutnya. Dengon demikion 
podo proses i ni pera n RSJ dori ospek 
kejiwaan songot diperlukon untuk 
mengetahui kondisi kejiwoon seseorang 
apakah masih dalam kondisi kejiwaan 
yang tidok stobil emosinyo (psikotik), 
otoukoh dolam kondisi yang lebih tenang 
emosi kejiwaonnya . Dalam tohap ini peran 
RSJ belum dilibotkan secora optimal yang 
seharusnya peran mereko songat dibutuh­
kan untuk membantu klien mendopotkon 
peloyonan med is serto pelayonon sosial. 
Kerjosoma ontar instonsi/ lemboga terkoit 
belum sepenuhnya dopat berjolan dengon 
baik atau belum dilibatkannya instansi/ 
lembogo yang berkaitan dengon ospek 
kejiwoan (RSJ). Dengan demikion proses 
penongonon pado tohap ini belum 
sepenuhnyo dopot berjalan seperti yang 
dii nginkan, yaitu tertanganinyo gelan­
dongan psikotik unt uk diterima otau 
disa lurkan ke panti eks psikotik sesuai 
dengan derajat kecacatannya . 

c Tahop Penempatan sesuai PMKS atou 
Rehobilitasi Sosial 
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Pada ta hop rehobil itasi sosial, instansi 
yang berperan dalam pelayonan ini Dinos 
Sosial, Ponti Sos ial Eks Psikot ik, RSJ, 
Kepolisian, Agoma, Puskesmos, jaringan 
kerjasama cukup optimal. Hal ini karena 
upaya rehabil itasi adalah untuk mem­
persiopkan klien mampu mengurus diri 
sendiri, berguna bagi diri sendiri serta 
mempersiapkan ke lo k agar dapat 
berfungsi kembali di lingkungannya, 
dengan demikian keterlibatan instansi/ 
lembago tersebut sangat diperlukan guno, 
membantu klien pado tahap rehabilitasi. 
Tahap rehobil itasi sosial, klien mendapat­
kan bimbingan mental, spiritual , sosial don 
ketrampilan. Dari hasil pemeriksaan medis 
dari RSJ klien dinyatakan sudoh tenang, 
emosi stabil don loyak untuk mendapatkan 
rehabilitasi sosial, RSJ berperan untuk 
memulihkan klien dari aspek kej iwoannya. 
Kerjasamo selama ini terjalin dengan baik 

sekali, setiap hari Komis seminggu sekali 
secara rutin tenaga RSJ datang untuk 
memberikan perawatan medis psikiatris. 
Sedangkan peran pihak kepolisian 
melaksanakan pembinaan dari aspek 
menta l berkaitan dengan bimbinga n 
tentang kedis iplinan, bersama -sama 
dengan bidang agama untuk membantu 
memulihkan kondisi jiwa spiritual bagi klien. 
Sebagian besar klien panti sosial adalah 
mereka yang kondisi ekonomi t idak 
mampu, serta tidok jelas latar belakang 
keluarganya, oleh karena itu untu k 
memenuhi kebutuhan obat-obatan baik 
untuk pengobatan f isik don psikis 
kerjasama dengan Dinos Kesehatan/RSJ/ 
Puskesmas untuk mendapatkan keri ngan­
an atau pengobatan gratis bagi klien panti 
sosial. Meskipun belum sepenuhnya 
mendapatkan ke ringanan akan tetapi 
adanya bantuan itu akan meringankan 
pihak panti dalam memberikan pelayonan 
medis bogi kliennya . 

5 . Faktor-Faktor Pendukung don Penghambat 
Pelaksanaan Penangonan Gelandongan 
Psikotik 

Penanganon gelondangan psikotik yang 
sudah dilaksonokan didalom peloksonaonnyo 
tidak dopot terlepas dari lnstansi atau Lembaga 
terkait, peran serta masyarakat don lembago 
swasta yang peduli dengan permasalahan 
tersebut. Dalam pelaksanaan penongonan 
berbagai kendala dihadapi yang tentunya 
membuat upaya penanganan belum berjalan 
secoro optimal, akan tetapi adanya kesadaran 
dari masing-masing pihak untuk menangani 
permasalahan ini merupakan respon yang baik 
demi tertangani masalah gelandangan psikotik. 
Berbagai faktor pendukung don penghambat 
do lom pelaksanaan penanga nan tersebut 
dapat dijeloskon sebagai berikut : 

o. Foktor Pendukung 

1) Respon yang positif dori instonsi terkait 
yoitu Dinos Sosiol, Dinos Kesehatan, 
Rumah Sokit Jiwa, Kep o li sian, 
Keamanan do n Ketertiban , Ponti 
Sosial , LSM serta Masyarakat untuk 
melakuka n koordinasi dalam 
menangani mosalah ge landangan 
psiokotik dari mulo i tahap razia, 



Steakdtoldas Dnlnm l'enangnnnn Gdm1dn11gn11 Psikot,k [)1 [)nemil (Tntek1 ) ,,gn T11r, 1lnr1111J 

penempotan sementoro don penyo­
luron ke ponti atau lembaga yang 
peduli dengan masalah gelandangan 
psikotik. 

2) Kesadaran yang tinggi dari masing­
mosi ng tenaga pelaksana yang 
meliputi tenaga medis dari Ru mah Sa kit 
Jiwa, Satpol PP, Kepolisisn, Ponti Sosial 
untuk memberikan yang terbaik bagi 
pembi naan PMKS (Penyandang 
Permasa lahan Kesejahteraan Sosiol) 
khususnyo gelondangan psikotik. 

3) Kepedulian dari masyarakat sekitar 
untuk melakukon tindakan dengan 
melapor pada pihak-pihak terkait 
apabilo di lingkungannya terdapat 
PMKS untuk segera mendapatkan 

pelayanan di Rumah Sakit Jiwa serta 
mendapatkan asuransi kesehatan. 

6) Bel um .adanya data yang akurat 
tentang jumlah gelandangan psikotik 
sehingga berpengaruh da lam 
penanganan masalah tersebut. 

7) Keterbatasan sa rana bagi penderita 
gangguan jiwa proses penyembuhan 
secara medis sangat menentukan untuk 
penanganan selanjutnya, biaya obat­
obatan sangat mahal kemampuan 
panti sangat terbatas, seh ingga 
menyebabkan pelayanan rehabilitasi 
sosia l yang dilaksanakan sangat mini­
mal sekali belum berani memberikon 
pembi naan lanjut. 

pembinaan lebih lanjut. 6. Harapan Solusi Penanganan Gelon­
dangan Psikotik 

b . Faktor Penghambat 

1) Bel um ado Peroturon Daeroh (Perda) 
yang mengatur tentang penanganan 
bagi Penyandang Permasalahan Kese­
jahteraan Sosial (PMKS) khususnya 
gelandangan psikotik. 

2) Belum ado MoU antar instansi atau 
lembaga terkait dalam penanganan 
Penyandang Permasalahan Kesejah­
te raan Sosial (PMKS) khususnya 
gelandangan psikotik. 

3) Penanganan ge landangan psikotik 
yang sudah dilakukan berjalan sendiri ­
sendiri sehingga dalam pembinaan 
selanjutnya khususnya di panti sosial 
belum bisa di la ksanakan tahapan 
pembinaan selanjutnya 

4) Tidak dilibatkannya pihak Kepolisian 
don Rumah Sakit Jiwa dalam tahap 
razia don seleksi mengakibatkan 
dalam pengelompokkan don penem­
patan PMKS khususnya gelandangan 
psikotik salah sasaran sehingga 
mengalami kesulitan untuk mendapat­
kan pembinaan selanjutnya. 

5) Belum ado aturon baku yang khusus 
mengatur bagi gelandangan psikotik 
yang t idak jelas latar be lakang 
keluarganya , agar mendapatkan 

Penanganan bagi penderita gangguan 
jiwa/mental yang hidup menggelandang 
diperlukan adanya keterli batan instansi-instansi 
terkait don masyarakat karena tanpa adanya 
keterlibatan dari masing-masing instansi terkait, 
penderita gangguan j iwa yang hidup 
menggelondong tidak dapat kembali ke 
l ingkungan sosialnya. Kesiopan pihok keluargo 
don masyarakat untuk menerima mereka, 
merupakan serangkaian proses ponj ong 
pengobatan bagi penderita gongguon jiwa. 
Berbagai kasus yang dapot dijumpai di 
masyarakat, menunjukkan sebagian masyarakot 
masih memberikan stigma negatif bahkon sering 
di jumpai keluarga tidak mau menerimo 
penderita gangguan j iwa setelah se lesai 
menjaloni rehabilitasi medis maupun sosial. 
Berbagai kendal a t ersebu t justru akan 
mengganggu proses penyem buhan bag i 
penderita gangguan jiwa. 

Upaya penanganan gelandangan psikotik 
menyangkut upaya pencegahan sampai 
dengan rehabilitasi medis serta sosia l bagi 
gelandangan psikotik. Oleh karena itu harapan 
dal am penanganan penyandang masalah 
sosial tersebut harus memenuhi beberapa aspek 
yang meliputi aspek legalitas, koordi nasi serta 
keterpaduan antar instansi terkait yang meliputi 
Dinos Sosial, Dinos Kesehatan, Kepolisian, 
Keamanan don Ketertiban, Ponti Sosio l Eks 
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Psikotik, Lembaga Swodoyo Masyarakot don 
Masyarakat di daerah tersebut, adoloh sebagai 
berikut: 

a . Adanya kesepakatan bersama (MoU) 
antor instonsi terkait yang meliputi Dinos 
Sosial, Dinos Kesehatan, Kepolisian, 
Keamanan don Ketertiban, LSM. Dinos 
Sos ial Provinsi Sumatera Utaro untuk 
memfasilitosi dengan membentuk suatu 
"TIM TERPADU" yang meliputi Dinas­
Di nos terkai t , Kepolisian, Satpol PP, 
Rumah Sakit Jiwa, Ponti Sosial, 
Masyarakat, LSM diawali sejak proses 
razia sampoi dengon pembinaan 
selanjutnya dalom penonganan gelan­
dangan psikotik . 

b. Kerjasama don aturan yang jelas bahwa 
permasalohan 1n 1 merupakan 
tanggungjowob kito bersama don semua 
pihak-pihak terkait, masing-masing horus 
terlibat dalam menongoni permosolahan 
ini. Aturan tentang gelondongon psikotik 
berupa Peraturan Doerah (Perda) tetap 
diperlukan untuk mengantisipasi tuntutan 
dari pihak-pihak tertentu yang bisa 
menimbulkan suatu masalah dengan 
odonyo oturan yang tegas akan 
memudohkon dolam peloksonoan 
penonganan gelondongon psikotik. 

c. Upoyo penonganan gelondangan 
psikotik dapot dimulai dari muatan lokal 
yang merupakon wujud kepedulian 
masyarokot otou suatu tanggungjawob 
sosiol. Ado suatu mosyarokot di Indone­
sia yang memiliki kemompuon untuk 
mengodakon patro/i di lingkungan 
daerahnya, sehingga daerah tersebut 
tidak satupun atau bebas dari para 
gelandangan pe ng emis te rmasuk 
psikotik, anok jolonon don permo­
solohon sosiol loinnyo. Dori pado 
menunggu aturan don membuat MoU 
yang tentunya memerlukan woktu. O leh 
karena itu diharapkan Dinos So sia l 
Provinsi Sumatera Utoro biso mengodopsi 
penongonon podo suotu kelompok 
masyarakot di doeroh tersebut, untuk 
menangoni masalah ini di doerah­
doerah loin, koreno hol ini sudoh terbukti 
dopat menyelesaikon mosoloh dengon 
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keterl ibotan atau kepedulion masyarakot 
di doerah tersebut. 

d . Khususnya bagi gelandongan psikoti k 
yang t idok jelas latar belakang 
keluarganya sebaiknya dalam Peratu ran 
Daerah tersebut ditegoskon bahwa peran 
Dinos Sosial untuk memberikan tempat/ 
menompung bagi me reka . Melihot 
kondisi di RumahSakit Jiwa maupun Ponti 
Sosiol Eks Psikotik Pojoreken yang sudoh 
melebihi kapasitas daya tampung, 
tern pat di Ponti Sosial Gelandangon don 
Pengemis Pungai Sejahtera Binjoi yang 
masih memiliki lahan sangat luas untuk 
menampung gelandangan psikotik. 

e. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
menekan pihak Departemen Sosial/Pusot 
agar lebih memperhatikan Ponti Sosial 
bogi gelandangan psikotik yang ado di 
daerah-daerah, dimana pada kenya­
taannya anggaran dari provinsi yaitu 
APBD tidak cukup memadai untuk biayo 
operasional. Selain itu menjadi tan­
tangan bagi Dinos Sosial, Rumah Sakit 
Jiwa, Dinos Kesehatan untuk menampil­
kan data yang lebih memadai/akurat 
tentang gelandangan psikoti k sehingga 
akan memudohkan dalom memberikan 
penongonon bogi gelondangan psikotik. 

f. Khusus untuk pengobaton bagi penderita 
gongguan jiwa mem butuhkan biaya 
besar karena o bat-o batan untuk 
penderita gangguon jiwa sangat maho l, 
oleh karena itu upaya penangonon 
sebelum jadi g ila berupa pencegohon/ 
preventif dimulai dori lingkup kelua rga 
bagai mana seharusnya menciptokan 
suatu kondisi yang mendukung untuk 
perkembangan pribadi masing -masing 
anggota keluarga. 

g. Upoya kurotif yang selama ini sudah 
dilaku kan oleh D i nos Kesehatan 
khususnya bagi orang yang mengalami 
gangguan jiwo mela lui Jamkesmas bagi 
masyarakot miskin yang membutuhkan 
biaya pengobatan don disa lurkan lewat 
Rumah Sakit Jiwa.Yang menjadi kendala 
khusus untuk orang gi la menggelandang 
yang tidak jelas keluorganyo selama ini 
Dinos Kesehatan belum bisa mendanai 
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untuk pengobatan terkenda la syarat­
syarat administrasi padahal salah satu 
syarat administrasi harus do pat dipenuhi. 

h. Khusus untuk gelandangan psikotik yang 
tidak jelas latar belakang kelua rg a 
seharusnya ado aturan baku yang dapat 
mengatur mereka atau ado keluwesan 
bagi warga masyarakat yang 
mengalami gangguan jiwa yang tidak 
jelas keluarganya. 

1. Penanganan gelandangan psikotik, 
Dinos Kesehatan harus proaktif 
mensos ialisasikan atau mengkam­
panyekan tentang Jamkesmas (Jaminan 
Kesehatan Masyarakat) pada masya­
rakat khususnya bagi masyarakat yang 
memiliki anggota keluarga berkelainan 
pwa. 

J. Bag i gelandangan yang secara 
administrasi tidak dapat dimasukkan 
dolom Jomkesmos soloh satu solusinyo 
dari pihak Dinos Sosial, Kepolisian, 
Satpol PP ado pernyataan tentang 
kondisi gelandangan yang tidak jelas 
keluo rgonyo, sehingga diharapkan 
do pot memudohkon dolam pengurusan 
Jominan Kesehoton Mosyorokot 
(Jomkesmos) seperti worgo mosyorokot 
lainnyo. 

VIII.KES IMPULAN DAN SARAN 

Penongonon gelandongan psikotik dari 
proses rozio, penempoton sementara don 
penem poton sesuoi PMKS otou rehobilitasi 
sosiol belum sepenuhnyo dapot diloksanokon 
secoro terencano, terpodu don berkelonjuton/ 
berkesinombungon, seloma ini penongonon 
cenderung lebih bersifot sektorol don individual 
otou te rkesan dilakukan sendiri-sendiri dori 
masing-masing i nst itusi / lembaga, be lum 
menunjukkon suot u kese larasan serto 
kesinambungon kerjo dori institusi/lemboga 
terkait don pedul i d engan permosolohon 
gelandongan psikotik . Selain itu berbogoi 
kendolo yang tentunya berpengaruh dolom 
penanganan mosoloh tersebut sehingga belum 
mendopatkan hosil seperti yang diharapkon, 
payung hukum/Perda yang mengatur tentang 
gelandangon psikotik belum ado, minimnya 

data tentang populasi gelandangan psikotik, 
dengon kodisi seperti in i menyebabkon 
penanganan gelandangan psikotik belum 
sepenuhnya dilokukan dengon optimal. 

Disoronkon kepoda Pemerintah Daerah 
agar menyusun suotu kebijakan berkoitan 
tentang peraturon doerah yang seharusnyo ado 
podo setiap daeroh dalom penanganan 
gelondongan psikotik secara terpadu lintos 
sektor/lintas instansi. Adanya poyung hukum 
yang menjodi acuon dolam setiop kegiatan 
penanganan gelondangan psikotik, adanyo 
landoson hu ku m untuk menghindori soling 
lemportanggungjawab. Aspek legolitos sangat 
dibutuhkon mengantisiposi hal-hal yang tidok 
diinginkan berkaitan dengan siapa yang 
seharusnya berwenong serto bertanggungjowob 
dalam permasalahan ini. Dengcin adanyo 
payung hukum akan semokin jelos pelaksanaan 
penanganannya, sehinggo masolah 
gelondongon psikotik dapot tertangani don 
terentaskan serta dapat berfungsi kembali di 
lingkungan keluarga don l ingkungan 
masyara katnya. 

199 



/11 mal l'ene/1t1a11 da11 Pe11gembanga11 Kese1al1teraa11 Sos,al, Vol 14, No. 02, 2009 : 181 - 200 

DAFTAR PUSKA 
Charles H Coley dalam Soejono Soekanto, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru ke empat. Jakarta 

: PT Raia Grafindo Persada. 

Departemen Sosial RI. 1999. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial Penyandang 
Cacat Mental Eks Psikotik Sistem Ponti. Jakarta : Direktorat Rehabilitasi Penyandang Cacat. Direktorat 
Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial. 

Dr. lzzudin SP,SpKj, Suara Merdeka, "Membunuh Keluarga Sendiri, Mengapa ?", Senin 05 September 
2005. 

George R Terry dalam Kartini, Yekti. 2003. Evaluasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 
Periode (1994-200 1 ). Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas llmu Sosial don llmu Politik 
UGM. Yogyakarta . 

Holmes dalam Notosoedirjo. Moeljono don Latipun, 2001, Kesehatan Mental: Konsep don Penerapan, 
Malang: Universitas Muhamadiyah. 

llfeld dalam Notosoedirjo . Moeljono don Latipun, 2001, Kesehatan Mental : Konsep don Penerapan, 
Malang: Universitas Muhamadiyah. 

Kartini Kartono. 1985, Psikologi Abnormal don Pathologi Sosial. Bandung: IKAPI 

. .. ... .. .. .. ......... 1992, Pathologi Sosial Ji lid 1. Jakarta : Rajawali . 

Kompas. M inggu 27 Juli 2008. Penderita Gangguan Jiwa. 

Somodiningrat. Gunawan .dalam Sunit Agus Tri Cahyono. 2004. U jicoba Model Polo Peningkaton 
Profesionalitas Aparat Sosial Daerah. Yogyakarta : B2P3KS. 

Sugandha. Dann. 1988. Koordinosi Alat Pemersatu G erak Administrasi . Jakarta: lntermedia. 

Trikromo. Argo. Y. 1999. Pemulung Jalanan Yogyokarto. Yogyokarta: M edia Presindo. 

Tempo, Ju mat, 22 Juni 2007 G elandangan Psikotik Tanggung jawab Sia pa ? 

The Epoch Times, Jumat 31 Juli 200 9. 

Wid jaya. HAW Drs. Prof. 2001. Tit ik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II. Jakarta; PT Raja Grafindo 
Persada . 

BIODATA PENULIS : 

Toteki Yoga Tursi larini adalah peneliti muda pada Balai Besar Penelitian don Pengembongon 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( B2P3 KS ) Yogyakarta. 

200 




